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ABSTRAK

Keanggotaan Uni Eropa yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama politik luar negeri Turki dan sebagai manifestasi ide politik identitas Turki sebagai negara Eropa, tidak terdengar lagi tindak tanduknya setelah stagnasi negosiasi keanggotaan Uni Eropa di tahun 2008. Sebaliknya, Turki secara terbuka mengembangkan peran politik luar negerinya dalam dinamika politik regional Timur Tengah khususnya dalam peristiwa Arab Spring. Perubahan yang terjadi pada politik luar negeri Turki ini memiliki skala yang tertinggi dalam klasifikasi perubahan politik luar negeri milik Hermann, sehingga menjadi menarik kemudian untuk mencari apa faktor utama yang menyebabkan perubahan politik luar negeri Turki ini.


Menggunakan pendekatan two level games, penyebab perubahan orientasi politik luar negeri Turki kemudian dibagi menjadi domestik dan internasional. Keduanya diukur melalui mekanisme teori preferensi negara dengan menggunakan polar internal dan polar eksternal. Tingkat tinggi atau tidaknya sentralitas polar ini kemudian akan mengindikasikan distribusi kekuatan dalam lingkungan eksternal maupun internal, semakin tinggi tingkat sentralitasnya maka semakin terpusatnya suatu kekuatan dalam lingkungan tersebut, mengakibatkan rendahnya perhatian aktor pembuat kebijakan terhadap lingkungan tersebut. Begitupun juga sebaliknya, semakin rendah tingkat sentralitas polarnya, semakin merata distribusi kekuatannya, mengakibatkan lingkungan tersebut lebih menjadi perhatian bagi aktor pembuat kebijakan.


Dalam kasus keterlibatan Turki di Arab Spring, ditemukan bahwa faktor pengaruh eksternal tidak mempunyai signifikansi yang berarti bila dibandingkan faktor pengaruh internal. Hal ini tampak dari tidak adanya alat kontrol dari aktor-aktor negara Barat sebagai faktor eksternal, untuk mempengaruhi secara efektif politik luar negeri Turki. Di sisi lain, dinamika politik domestik dalam negeri Turki , seperti munculnya signifikansi opini publik dan menurunnya dominasi militer, memiliki akibat secara langsung dalam pelaksanaan politik luar negeri Turki.
Turki telah lama dikenal sebagai negara Islam yang menganut ideologi politik yang lebih condong ke Barat semenjak runtuhnya kekaisaran Islam Ottoman yang digantikan dengan Republik Turki pada tahun 1923. Di bawah komando Mustafa Kemal Attaturk, Turki mengadopsi nilai-nilai ideologi Barat dalam sendi-sendi pemerintahannya melalui progam reformasi politik yang berwacanakan westernisasi dan modernisasi. Sistem kesultanan dan kekhalifaan dihapuskan dari sistem pemerintahan, agama dipisahkan dari kehidupan pemerintahan sehari-hari,  fungsi agama dalam kehidupan berpolitik diatur langsung oleh negara, dan pembentukan konsepsi mengenai solidaritas serta kepentingan nasional yang berada diatas kepentingan kelompok minoritas (Zurcher, 1997). Namun perombakan sistem pemerintahan ini di sisi lain membawa konsekuensi tertentu terhadap perekonomian Turki dengan beralihnya pedagang-pedagang Armenia dan Yunani dari wilayah Turki yang sebelumnya disatukan dalam kekuasaan kekaisaran Ottoman (Henri, 2011). Dihadapkan pada situasi ini Turki, di masa-masa awal sebagai negara Republik, memiliki arah politik luar negeri yang cenderung berafiliasi dengan kekuatan besar di Eropa dan Amerika Serikat melalui hubungan kerjasama ekonomi. Turki tidak lagi melihat dirinya sebagai bagian dari Timur Tengah, dan melihat keterikatan hubungannya dengan Timur Tengah melalui kacamata posisinya sebagai rekan potensial bagi aliansi Barat.
Selama era perang dingin, orientasi politik luar negeri Turki mengalami perkembangan yang berarti dalam manifestasinya. Posisi strategis Turki yang berbatasan langsung dengan wilayah pengaruh geopolitik komunisme Rusia menjadikan Turki sebagai perhatian utama kekuatan Barat khususnya Amerika Serikat seperti yang tercermin dalam Marshall Plan. Di sisi lain, usaha Turki untuk tergabung dalam masyarakat negara Eropa turut mengalami perkembangan yang progesif, tercatat selama era perang dingin Turki telah menjadi bagian dari anggota organisasi-organisasi negara Eropa yang bergerak dalam bidang ekonomi dan keamanan seperti OECD, NATO, serta Mahkamah Agung Eropa. Proses keanggotaan Turki sendiri ke dalam masyarakat Uni Eropa yang saat itu masih dalam bentuk EEC (European Economic Community) telah membawa Turki sebagai anggota asosiasi kehormatan EEC. Praktis dapat disimpulkan bahwa aktivitas politik luar negeri Turki pada era Perang Dingin hingga awal tahun 1990-an hampir sama sekali tidak melibatkan Timur Tengah dalam perhatian utamanya, karena pada saat itu kedekatan dengan negara-negara Timur Tengah dipandang sebagai kontradiksi dengan tujuan Turki untuk membangun keterikatan dengan aliansi negara-negara barat.

Namun pasca berakhirnya Perang Dingin, terjadi perubahan paradigma Turki dalam melihat nilai posisi strategisnya. Hilangnya ancaman ekspansi ideologi Komunisme berimplikasi terhadap menurunnya signifikansi nilai strategis Turki secara geografis, dan pada akhirnya  menurunkan antusiasme pemerintah Amerika Serikat terhadap jalinan kerjasamanya dengan Turki. Kondisi ini mengakibatkan situasi yang tidak menguntungkan bagi Turki dalam pemetaan kekuatan dunia internasional. Perdana menteri Turki saat itu, Turgut Ozal kemudian memutuskan untuk melibatkan Turki ke dalam aliansi Perang Teluk untuk kembali meningkatkan signifikansi Turki kepada negara-negara barat. Namun keterlibatan Turki dalam Perang Teluk harus dibayar dengan semakin intensnya gerakan separatis suku etnis Kurdi dan tidak stabilnya kondisi wilayah Iraq yang pada akhirnya menciptakan ancaman bagi keamanan Turki yang berbatasan dengan Timur Tengah. Situasi dan kondisi ini kemudian menjadi awal mula momentum keterlibatan Turki terhadap kawasan Timur Tengah (Ana, 2010).

Memasuki tahun 2000, ketidakpastian kondisi hubungan luar negeri khususnya dalam kawasan Timur Tengah dengan meningkatnya tensi di wilayah Irak pada saat yang bersamaan diikuti dengan kondisi yang tidak stabil dalam negeri Turki. Pada tahun 2002 dengan menangnya partai AKP (Justice and Development Party) pada pemilihan umum, muncul kekhawatiran akan kecenderungan politik luar negeri Turki yang akan lebih condong ke dunia Islam dan Timur Tengah, mengingat partai AKP pimpinan Recepp Tayip Erdogan merupakan turunan dari gerakan partai berorientasikan Islam Necmettin Erbakan yang dikudeta oleh militer pada tahun 1997 (Henri, 2011). Kekhawatiran ini khususnya muncul dari pihak militer Turki, yang sebelumnya mempunyai wewenang yang cukup dominan dalam penentuan kebijakan luar negeri dan keamanan Turki. Namun dalam masa kepemerintahan partai AKP, apa yang dicapai oleh pemerintahan Turki justru jauh dari dugaan-dugaan tersebut. Terjadi proses demokratisasi sistem pemerintahan politik yang signifikan. Hanya dalam dua tahun setelah pemilu tersebut, pada tahun 2005 Turki telah membuka dan menjalankan proses negosiasi keanggotaan Turki ke dalam Uni Eropa, kemajuan yang terhitung signifikan dalam 40 tahun proses negosiasi keanggotaan Turki (Canefe dan Ugur, 2004)

Pasca pemilihan umum tahun 2007 yang memenangkan partai AKP untuk kedua kalinya secara berturut-turut, politik luar negeri Turki menunjukkan tanda-tanda akan terjadinya perubahan. Pihak militer Turki yang selalu mengantisipasi terpilihnya anggota eksekutif pemerintahan yang berasal dari kelompok berorientasikan islam, tidak mampu berbuat banyak dengan dimenangkannya 47 persen mayoritas suara oleh partai AKP, yang memungkinkan terjadinya reformasi politik dengan semakin rendahnya kontrol militer (Henri, 2011). Tanpa intervensi militer, partai AKP telah mengubah karakteristik politik luar negeri Turki yang sebelumnya berbau militer (Elekdag, 1996) menjadi politik luar negeri yang berdasarkan pengembangan peran Turki secara regional melalui praktek diplomasi dan koalisi politik dengan negara tetangga Turki. Pendekatan semacam ini merupakan konsep politik luar negeri yang diusung oleh Erdogan dengan istilah zero problem policy with neighbour (Henry, 2011)

Dengan semakin leluasanya partai AKP memformulasikan politik luar negeri Turki, Turki mengalami berbagai perkembangan hubungan diplomatis dengan negara-negara yang sebelumnya bersengketa dengan Turki. Beberapa diantaranya antara lain adalah, normalisasi hubungan diplomatis dengan Iraq yang sebelumnya mengalami pembekuan akibat adanya KRG (Kurdistan Regional Government) di wilayah Iraq akibat adanya keterkaitan langsung dengan gerakan gerilya suku Kurdi di wilayah Turki. Hubungan diplomatis dengan Armenia yang selama ini membeku semenjak peristiwa perebutan wilayah Nagomo Karabakh juga turut mengalami normalisasi hubungan diplomatis. Juga hubungan diplomatis dengan Syria yang telah bersitegang semenjak peristiwa aneksasi provinsi Hatay ke dalam wilayah Turki (Morris, 2005) serta keterlibatan pemerintah Syria dalam mendukung gerakan separatis suku Kurdi oleh partai PKK.

Namun serangkaian perkembangan positif tersebut di sisi lain tidak diikuti dengan perkembangan yang terjadi dalam negosiasi keanggotaan Turki ke dalam Uni Eropa. Negosiasi yang berjalan semenjak tahun 2004 tersebut mengalami stagnasi, dari 35 poin Acquis Communaitaire (Morelli, 2005), yang diajukan hanya satu bab yang telah disetujui dan dianggap telah memadai yaitu dalam bab kebijakan industri dan firma perusahaan. Sedangkan  31 bab yang lain masih dinegosiasikan dengan 17 diantaranya telah dibekukan untuk waktu yang belum ditentukan. 

Dalam bukunya yang berjudul Strategic Depth: Turkey’s International Position (Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu), Ahmet Davutoglu mengkonfirmasi pergeseran poros politik luar negeri Turki dengan menekankan sebagai “pembenahan” politik luar negeri Turki dari yang sebelumnya berafiliasi dan mengisolasi diri dari segala bentuk afiliasi politik dengan negara-negara tetangganya menjadi politik luar negeri yang mengutamakan idealisme dengan latar belakang sisi budaya dan historis Turki yang memiliki kesamaan dalam kawasan regional timur tengah dan kaukasia.

Tampak dari gambaran di atas, politik luar negeri Turki selalu dihadapkan pada dua pilihan proyeksi kawasan antara Timur Tengah dan Eropa yang mewakili kekuatan Barat, dan diantara keduanya memiliki nilai-nilai politik dan budaya yang cukup kontras (Nigar, 2011). Sehingga keputusan untuk memilih Timur Tengah sebagai orientasi politik luar negeri, pada akhirnya merupakan dampak dari perkembangan dinamika politik internasional dan domestik yang memengaruhi rasionalisasi perhitungan dalam mencapai kepentingan nasional Turki. Berdasarkan teori two level games milik Putnam yang menyatakan bahwa kebijakan negara selalu dihadapkan dinamika di tingkat internasional dan domestik, Allons mengoperasionalisasikannya menjadi faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kebijakan suatu pemerintahan. 

Faktor Eksternal Penyebab Perubahan Politik Luar Negeri Turki

Faktor eksternal adalah berbagai sumber penyebab pergeseran politik luar negeri yang berasal dari sebuah atau rangkaian peristiwa dramatis dalam dunia internasional, dengan menggunakan asumsi bahwa sebagian besar pergeseran politik luar negeri yang terjadi merupakan hasil dari persepsi pemimpin pemerintahan tertentu terhadap adanya perubahan dalam situasi lingkungan dunia internasional. Eidenfalk kemudian mempertajam klasifikasi faktor eksternal menjadi aktor internasional, situasi internasional yang merubah distribusi kekuatan antar aktor, norma dan rezim internasional, serta institusi internasional (Eidenfalk, 2006). Berdasarkan klasifikasi Eidenfalk mengenai faktor eksternal tersebut, dapat diidentifikasi interaksi antara Turki dengan aktor-aktor lain dalam Arab Spring sebagai faktor eksternal. Aktor-aktor tersebut antara lain adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, dan NATO, yang kesemuanya berkaitan erat dengan nilai strategis geopolitik dan geografis Turki.
NATO


Dengan berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990, signifikansi kehadiran organisasi NATO sebagai instutisi keamanan bagi anggotannya berkurang, begitupun halnya dengan berkurangnya signifikansi NATO sebagai organisasi yang mampu memastikan Turki sebagai negara Eropa (Oquzlu, 2010). Sehingga ketika NATO menyadari bahwa untuk melegitimasi statusnya sebagai institusi keamanan negara-negara Eropa bergantung pada kemampuan NATO menyerap negara-negara bekas pecahan Uni Soviet yang meliputi negara Eropa Tengah dan Timur sebagai anggota aliansi, politik luar negeri Turki pada kurun waktu itu juga turut tidak lepas dari kegiatan-kegiatan tersebut. Tercatat Turki ikut berinisiatif meluncurkan progam Partnership for Peace (PFP) yang bertujuan untuk menyiapkan negara-negara bekas pecahan Uni Soviet untuk menjadi anggota NATO. Turki juga turut terlibat aktif dalam operasi militer NATO di wilayah Bosnia, Macedonia, dan Kosovo (Karaosmanoglu, 1999)


Pasca serangan 11 September 2001, hubungan antara Turki dan NATO memasuki fase dinamika baru. Sebagai anggota NATO, Turki mau tidak mau diharuskan untuk terlibat dalam progam pengembangan NATO sebagai organisasi global. Beberapa diantaranya adalah mengirim pasukan militer dalam operasi NATO di Afghanistan pada tahun 2003, bergabung dalam NATO’s Response Force dengan mengirimkan sebanyak 20 ribu pasukan yang disiapkan untuk terjun ke medan perang setiap saat dibutuhkan. Situasi ini menimbulkan sikap skeptis dan kritis dari pemerintahan Turki. Tidak adanya kejelasan visi dan misi yang jelas diantara anggotaan NATO dalam menetapkan persepsi keanggotaan mereka sebagai organisasi keamanan negara Eropa, diikuti dengan berkembangnya wacana transformasi NATO sebagai organisasi global menggantikan peran sebelumnya yang bersifat regional, menyebabkan keraguan Turki dalam melihat keanggotaan NATO sebagai legitimasi identitas mereka sebagai negara Eropa (Oguzlu 2010, 154). Semenjak saat itu Turki telah mengadopsi kebijakan yang pragmatis dan pasif sebagai anggota NATO.


Karena sifat dan karakteristik NATO sebagai organisasi yang dibentuk dalam konstelasi perang dingin, menjadikan para negara anggotanya hanya memiliki peran untuk setuju atau tidak menyetujui kebijakan tertentu yang diajukan (Sarban 2006, 6). Dengan norma organisasi yang demikian, Turki tidak dapat mengembangkan peran politik luar negerinya lebih jauh bila NATO ikut turut campur tangan. Kondisi ini menjadikan keanggotaan Turki dalam NATO menjadi problematis, mengingat strategi keamanan Turki selama ini berkesinambungan dengan progam kerja NATO. 

Dalam peristiwa Arab Spring, persilangan antara kepentingan visi dan misi politik luar negeri Turki dengan keanggotaan Turki ke dalam NATO semakin mewujud. Keterlibatan militer NATO dalam gejolak politik di Libya menuai protes dari pemerintah Turki. Sebagai anggota aktif NATO, Turki tidak merestui intervensi militer dalam bentuk apapun di Libya (Sarban 2006, 6) Namun pada bulan Maret tahun 2011, atas desakan Uni Eropa Turki menyetujui diadakannya operasi militer NATO di wilayah Libya yang dipimpin oleh Prancis dan Inggris (Onis 2012, 51) Ketidakmampuan politik luar negeri Turki terhadap desakan NATO dan Uni Eropa ini menjadikan Turki kembali menggunakan pendekatan keamanan dan pertahanannya sebelumnya, yaitu aksi yang terkoordinasi dengan otoritas negara-negara Barat, bergerak berdasarkan koridor yang ditentukan oleh NATO, serta mempertimbangkan arahan dari pemerintah Amerika Serikat menjadi satu-satunya pilihan realistis bagi politik luar negeri Turki.


Perubahan posisi politik luar negeri Turki dalam menyikapi intervensi NATO di Libya, yang semula menentang keras karena tidak sejalan dengan kepentingan ekonomi Turki di Libya berubah menjadi mendukung aksi intervensi, disinyalir menandakan adanya perubahan persepsi yang signifikan dalam politik luar negeri Turki mengenai fungsi dan keanggotaan NATO. Perubahan tersebut adalah pertama, munculnya penerimaan mengenai efektivitas dari kekuatan militer, kedua, munculnya kesadaran akan fungsi institusional NATO dalam mengakomodasi kepentingan Turki di Arab Spring (Kardas 2012, 3).

Uni Eropa

Tobias Schumacher mengidentifikasi bahwa terlewatkannya sepak terjang Uni Eropa di kawasan Arab Spring tidak lepas dari strategi pendekatan Uni Eropa berupa terlibat atau untuk tidak terlibat dalam proses reformasi politik yang terjadi, atau dengan kata lain, apakah Uni Eropa sebagai aktor atau penonton pasif. Namun di sisi lain pasifnya peran Uni Eropa dalam peristiwa pergolakan politik Arab Spring juga turut menunjukkan bagaimana implementasi Uni Eropa mengenai kebijakan-kebijakan integrasi kawasan seperti halnya di Mediterrania tidak mencukupi dalam mencapai kestabilan kawasan regional Arab dan Afrika Utara, sehingga menuntut Uni Eropa untuk memformulasikan kebijakan baru yang lebih sesuai dengan dinamika kawasan regional di sekitar Uni Eropa khususnya negara-negara Arab dan Afrika Utara.


Melalui gambaran situasi ini, posisi Turki kemudian menjadi semakin strategis bagi Uni Eropa (Kirisci 2011, 7). Turki telah lama dilihat sebagai negara yang memiliki nilai strategis potensial bagi Uni Eropa berdasarkan letak geografis dan geopolitiknya yang berada di persimpangan Timur Tengah dan Eropa. Namun dalam Arab Spring signifikansi nilai strategsi ini meningkat, mengingat popularitas Perdana Menteri Erdogan yang menonjol dalam kawasan Timur Tengah pasca jatuhnya rezim pemerintahan Husini Mubarak, serta pengalaman dan identitas Turki sebagai negara bermayoritaskan penduduk beragama Islam yang menganut ideologi demokrasi yang memudahkan Turki untuk menjadi garis depan dalam proses reformasi politik dan demokratisasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Kesemuanya mensyaratkan pentingnya Turki bagi Uni Eropa apabila ingin berkontribusi dalam pergolakan politik Arab Spring. Namun tingginya nilai strategis Turki ini di sisi lain menjadi problematis bagi Uni Eropa, akibat  ketidakmampuan Uni Eropa secara sosial dan politik untuk menyerap Turki sebagai anggota Uni Eropa menyebabkan hilangnya animo Turki untuk masuk sebagai anggota Uni Eropa yang telah terbangun semenjak Uni Eropa masih berupa organisasi ekonomi EEC. Situasi ini membuat opsi untuk menerima Turki sebagai anggota kehormatan asosiasi Uni Eropa sebagai satu-satunya opsi yang paling realistis bagi Uni Eropa dalam mengkompensasi nilai strategis Turki (Kirisci 2011, 8)

Amerika Serikat

Dalam peristiwa Arab Spring, pemerintahan Washington dan Ankara kerab terlibat dalam perbedaan berpendapat, baik mulai dari bagaimana menyikapi perkembangan gerakan demonstrasi di Mesir hingga bagaimana menyikapi rezim pemerintah Kadaffi. Namun di sisi lain, hal ini merupakan perkemabangan positif bagi hubungan bilateral diantara keduanya karena secara langsung telah membuka saluruan komunikasi bilateral yang memiliki tingkat intensitas lebih tinggi daripada sebelumnya.


Sebagai contoh di Mesir, seminggu setelah demonstrasi besar-besaran di Tahrir Square, pemerintah Turki tidak menyetujui langkah Amerika Serikat untuk menempatkan kekuatan militernya di Mesir guna menjaga kestabilan politik di Mesir. Turki melalui Perdana Menteri Erdogan menggunakan pendekatan informal dengan Presiden Mesir Husni Mubarak untuk segera turun dari jabatannya. Diikuti dengan kunjungan diplomatik Erdogan ke wilayah Mesir, pendekatan Turki tersebut terbukti berhasil dan justru meningkatkan popularitas Turki di mata rakyat Mesir (Onis 2012, 51)


Berbeda halnya di Libya, posisi abstain Turki terhadap keputusan NATO untuk melakukan intervensi militer dipertanyakan oleh pemerintahan Washington. Dengan alasan proses pemulangan 25 ribu warga negera Turki dari Libya dan adanya investasi ekonomi dalam jumlah besar di ibukota Libya, Tripoli, mendesak Turki untuk mengambil langkah yang lebih realistis dan hati-hati menyikapi pergolakan politik di Libya. Hal ini disampaikan oleh duta besar Turki untuk Amerika Serikat, Selim Yenel, di Washingthon pada bulan Maret 2011 (Tanir, 2011). Meskipun demikian, pemerintah Turki tidak sepenuhnya lepas tangan terhadap operasi militer NATO terhadap pasukan militer Kadaffi. Pemerintah Turki terlibat dalam aksi blokade logistik pemerintah Libya, serta serangkaian misi bantuan medis dan kemanusiaan. Selain itu, walaupun dipaksakan Turki juga menerapkan resolusi UNSC 1970 artikel 17, 19, 20, dan 21 mengenai pembekuan aset mencakup pembiayaan, investasi, sumber daya ekonomi, serta aset finansial lainnya.

Faktor Internal Penyebab Perubahan Politik Luar Negeri Turki

Faktor internal didefinisikan oleh Eidenfalk sebagai sistem politik domestik beserta variabel-variabel determinan didalamnya yang mempengaruhi dinamika sistem politik tersebut, dengan asumsi bahwa politik domestik mempunyai kapabilitas sebagai instrumen politik bagi aktor pembuat kebijakan untuk mempertahankan posisi kekuasaannya (Eidenfalk t.t.) Sistem politik domestik Turki selama satu dekade terakhir dipegang oleh partai AKP (Justice and Development), yang telah memenangkan pemilihan umum sebanyak 3 kali berturut-turut (2002, 2007, dan 2011), dengan menempatkan pemimpin partai AKP Recep Tayyip Erdogan sebagai perdana menteri Turki.

Selama kepemimpinan partai AKP Turki mengalami proses reformasi politik dan demokratisasi sistem politik secara signifikan. Diawali terpilihnya partai AKP sebagai pemenang pemilihan umum pada tahun 2002, serta angin positif dari negosiasi keanggotaan Turki dengan Uni Eropa telah menciptakan gelombang momentum demokratisasi yang sangat besar secara domestik bagi Turki selama beberapa periode kedepan (Ozcan, 2010). Ana Almuedo kemudian mengidentifikasi setidaknya terdapat 3 akibat utama demokratisasi Turki yang mempengaruhi proses formulasi kebijakan luar negeri Turki.


Pertama adalah menurunnya signifikansi militer. Menurunnya signifikansi militer dalam kehidupan politik Turki pada dasarnya berkesinambungan dengan meningkatnya peran aktor-aktor politik lain dalam berkontribusi membentuk karakter politik luar negeri Turki. Partai AKP menggantikan pendekatan militer yang selama ini digunakan dalam menjalin hubungan diplomasi dengan dunia internasional dengan pendekatan diplomatis yang mengedepankan promosi nilai-nilai demokrasi Ozcan 2010, 60). Peran organisasi masyarakat dan kepentingan ekonomi mulai dilibatkan dalam formulasi kebijakan politik luar negeri Turki, menggantikan kepentingan berdasarkan persepsi ancaman regional. Menurunnya reputasi militer di mata publik juga kemudian memungkinkan isu-isu yang lekat dengan budaya Islam berkembang bebas dan termanifestasi dalam opini publik Turki. Kesemuanya memudahkan Turki untuk memaksimalkan potensi nilai strategis mereka dalam politik regional kawasan, dengan penggunaan militer secara efektif dibawah pemerintah Turki (Taspinar 2011, 2).


Penggunaan militer secara efektif ini terlihat dalam keterlibatan Turki menstabilkan situasi politik pasca meletusnya Arab Spring. Di Mesir, pemerintah Turki dapat secara leluasa terlibat dalam usahanya melakukan reformasi politik dari rezim pemerintahan Husni Mubarak tanpa keterlibatan militer sedikitpun, walaupun isu yang diangkat saat itu menonjolkan Erdogan sebagai pemimpin negara-negara Islam yang sebelumnya menjadi isu yang sensitif bagi militer Turki. Pada saat yang sama, militer Turki turut bersumbangsih pada proses transisi sistem pemerintahan otoriter ke sistem yang lebih demokratis dengan mengawal berjalannya proses pemilihan umum di Mesir. Melihat sejarah keterlibatan militer dalam politik luar negeri Turki, jelas keterlibatan pro-aktif Turki di Mesir yang mengangkat identitas Turki semakin terikat dengan negara-negara Islam, mengindikasikan penggunaan militer secara efektif oleh pemerintahan Turki dalam mengembangkan peran strategis Turki di kawasan Timur Tengah.


Kedua adalah semakin tingginya keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam formulasi kebijakan politik luar negeri Turki. Organisasi-organisasi masyarakat sipil yang khususnya bergerak di bidang ekonomi dan investasi seperti TUSIAD, SETA, dan TUBB, merupakan organisasi yang menempatkan stabilitas politik regional dalam agenda kompromi politiknya dengan pemerintah Turki. Organisasi-organisasi tersebut merupakan kelompok kepentingan yang memiliki peran sentral dalam membuka pintu investasi Turki ke dalam pasar ekonomi Timur Tengah, yang selama ini kurang tereksplorasi akibat kondisi instabilitas politik yang berkelanjutan sehingga keadaan politik yang stabil akan memudahkan mereka dalam melakukan investasi (Almuedi 2010, 14). Tercatat pada tahun 2010, jumlah persentase ekspor Turki ke wilayah Timur Tengah telah mencapai 21,5 persen dari total jumlah keseluruhan ekspor yang diikuti dengan penurunan sebesar 27% jumlah total ekspor ke wilayah Inggris dan Jerman (Barkey 2011, 5). Dengan besarnya kepentingan organisasi masyarakat sipil di wilayah Timur Tengah, logis kemudian bila dalam Arab Sping keterlibatan mereka menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan.


Ketika pergolakan politik mulai merebak di wilayah Libya, pemerintah Turki menolak inisiatif NATO untuk menempatkan pasukan militer di wilayah Libya. Penolakan Turki ini selain didasari oleh ketidaksesuaian aksi NATO tersebut dengan prinsip-prinsip politik luar negeri Turki yang menonjolkan peran diplomasi yang selama ini menjadi acuan Turki, tetapi juga akibat tingginya kerjasama dan nilai investasi ekonomi yang terjalin dengan Libya di bawah rezim pemerintahan Qadaffi (Kardas 2010, 2). Turki tercatat memiliki nilai investasi cukup besar di Libya khususnya dalam bidang konstruksi bangunan yang mencapai nilai 20,5 milyar dollar Amerika Serikat. Jumlah perusahaan yang terdaftar beroperasi di wilayah Libya semenjak tahun 2009 telah mencapai angka 115 perusahaan, yang kesemuanya berada dibawah daerah operasional pihak swasta Turki yang mencangkup kelompok organisasi masyarakat sipil Turki. Jumlah total perdagangan pada tahun 2010 telah membukukan pemasukan bagi Turki sebesar 2,36 milyar dollar Amerika Serikat (Onis 2012, 8).


Secara tidak langsung, organisasi masyarakat sipil memiliki peran dalam membentuk karakteristik politik luar negeri Turki dengan mengisi kekosongan karakter politik luar negeri yang sebelumnya diisi oleh peran sentral militer. Karakteristik politik luar negeri Turki yang sebelumnya mengedepankan keamanan kawasan sebagai kepentingan utama, telah menempatkan kepentingan ekonomi sebagai tujuan utamanya. Bentuk reluktansi pemerintah Turki dalam keterlibaatnnya di Arab Spring khususnya di wilayah Libya seperti yang dipaparkan diatas, merupakan contoh bagaimana kepentingan ekonomi telah menjadi salah satu perhatian utama dengan adanya organisasi masyarakat sipil.

Ketiga adalah meningkatnya peran opini publik Turki, meningkatnya peran opini publik dalam kehidupan politik Turki secara tidak langung membuat jabatan-jabatan strategis seperti perdana menteri atau menteri luar negeri memiliki pengaruh informal dan personal yang lebih besar. Proses peningkatan peran personal jabatan-jabatan strategis ini disebut sebagai “presidensiliasi” (Recha 2012, 3), yaitu menempatkan popularitas perdana menteri atau jabatan lain dalam pelaksanaan politik luar negeri dengan mengambil porsi popularitas presiden dan bahkan Kementerian Luar Negeri sendiri. Sebagai konsekuensinya, pendapat publik terhadap langkah yang diambil Perdana Menteri dengan demikian akan memiliki dampak langsung terhadap pelaksanaan politik luar negeri.


Salah satu fenomena presidensiliasi tampak dalam proses formulasi kebijakan luar negeri Turki dengan terpilihnya Ahmed Davutoglu sebagai Menteri Luar Negeri Turki, yang merupakan profesor dalam bidang ilmu politik dan hubungan internasional di Universitas Marmara, menjadi salah satu penyebab berkembangnya karakteristik politik luar negeri Turki secara signifikan. Terpilihnya Davutoglu sebagai Menteri Luar Negeri Turki telah memungkinkan ide-ide politiknya mengenai nilai strategis dan identitas Turki dalam membentuk karakter perkembangan politik luar negeri Turki. Beberapa karya pemikiran Davutoglu antara lain adalah  Alternative Paradigms: The Impact of Islamic, Western Weltanschauungs on Political Theory, The Civilizational Transformation, The Muslim World, dan yang paling fenomenal adalah Strategic Depth yang menjadi acuan dasar Davutoglu dalam memformulasikan kebijakan politik luar negeri Turki zero problem with neighbour.


Dalam peristiwa Arab Spring, opini publik Turki paling menunjukkan signifikansinya dalam konflik yang terjadi di wilayah Syria. Hubungan diplomatis antara Turki-Syria yang sempat membaik sebelum meledaknya Arab Spring, berubah drastis ketika terjadi usaha revolusi politik atas kepemimpinan rezim Assad (Onis 2012, 54). Posisi awal pemerintah Turki yang lebih menggunakan pendekatan diplomatis dan soft power dalam menstabilkan iklim politik Syria mendapatkan tekanan dari publik Turki, tekanan ini sebagain besar berasal dari banyaknya pengungsi Syria yang menetap dalam wilayah Turki akibat tidak stabilnya kondisi dalam negeri Syria. Setidaknya sampai awal Juni tahun 2011 terdapat kurang lebih 10.000 pengungsi Syria yang berada di wilayah Turki dan terus meningkat. Di sisi lain, instabilitas wilayah perbatasan antara Turki dan Syria juga turut menjadi pemicu meningkatnya intensitas gerakan pemberontakan suku Kurdi, partai PKK, yang bermukim di wilayah utara Syria. Sehingga publik Turki melihat isu pergolakan politik di Syria dan meningkatnya intensitas gerakan separatis PKK ini sebagai satu isu.

Signifikansi Faktor Internal Sebagai Penyebab Pergeseran Politik Luar Negeri Turki

Setelah diukur menggunakan teori prefernsi negara dengan mengkategorikan faktor eksternal dan internal menjadi polar, peneliti menemukan bahwa faktor eksternal mempunyai tingkat sentralitas polar yang lebih tinggi dari polar internal. Rendahnya polaritas internal ini kemudian mengindikasikan bahwa secara teoritis di mata pemerintah Turki, dinamika politik domestik lebih menjadi pertimbangan dalam memformulasikan kebijakan luar negeri Turki.

Reformasi politik yang diusung oleh partai AKP telah menciptakan lingkungan politik dimana masing-masing aktor politik di dalamnya memiliki porsi yang lebih besar dalam kehidupan politik Turki. Opini publik, masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok kepentingan dengan demikian menjadi lebih diperhitungkan ketika memformulasikan kebijakan luar negeri. Dengan berkurangnya dominasi militer dalam kehidupan politik domestik Turki, partai AKP dapat secara leluasa mengembangkan ide dan strategi mengenai peran Turki dalam dunia internasional, dan penggunaan kekuatan militer sebagai salah satu instrumen politik luar negeri Turki juga menjadi lebih efektif. Kemudian politik luar negeri Turki juga telah mengembangkan kepentingan politik luar negerinya yang sebelumnya terlalu berfokus pada keamanan, ke arah pembangunan ekonomi dan investasi yang lebih menguntungkan bagi Turki. Pada akhirnya, melalui dukungan publik Turki Perdana Menteri Erdogan dan Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoglu memiliki pengaruh informal dan personal dalam masyarakat kawasan Timur Tengah.

Kesimpulan


Pergeseran orientasi politik luar negeri Turki yang terjadi pada kurun waktu 2007-2011 merupakan salah satu contoh kasus mengenai fenomena politik luar negeri yang menarik. Skala perubahan kebijakan yang terjadi pada tingkat orientasi berdasarkan skala perubahan Hamann, di sisi lain diikuti dengan aktor pembuat kebijakan yang sama dengan sebelumnya yaitu pemerintah AKP yang dipimpin oleh Perdana Menteri Erdogan. Dengan keterlibatan Turki dalam Arab Spring secara tepat menjadi contoh serta ajang pembuktian kredibilitas politik luar negeri Turki yang telah bergeser seperti yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Turki Ahmed Davutoglu.

Berasal dari asumsi teori constraint and determinant yang menyatakan bahwa pengaruh faktor dari lingkungan eksternal memiliki pengaruh paling besar hanya sebatas batasan-batasan terhadap politik luar negeri suatu negara, serta asumsi teori pie crust promises yang menyatakan bahwa keanggotaan organisasi internasional tidak akan berpengaruh banyak dalam mempengaruhi politik luar negeri suatu negara. Faktor eksternal dan internal kemudian diukur menggunakan teori preferensi negara yang membaginya kedalam polar ditemukan bahwa faktor eksternal mempunyai tingkat sentralitas polar yang lebih tinggi dari polar internal. Rendahnya polaritas internal ini kemudian mengindikasikan bahwa secara teoritis di mata pemerintah Turki, dinamika politik domestik lebih menjadi pertimbangan dalam memformulasikan kebijakan luar negeri Turki.
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